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MASA POLITIK KONSERVATIF KE POLITIK LIBERAL: STUDI

TENTANG KEDUDUKAI\ BUPATI JAWA ABAD )GX

Dewi Salindri.

ffi government adopted a conservative policy because it was

economically profitable. The success was inseparatrle from the role of regent as

traditional ruier having the ability to control rural communities- A shift from a

consevative policy to liberal one did not change the conditions of the inhabitants and the

role of regents was kept to support the sucess of the system. Their socio-economic

position did not change although they became part of the colonial administration and

subject to conhol and restriction.
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1. Pendahuluan

Kalau kita berbicara tentang perjalanan sejarah bangsa Indonesia, maka kita

mengenal bagaimana kedudukan para bupati mengalami perubahan secara

politis. Hal ini disebabkan pada awal Abad )(tX adalah abad kansformasi dari

bentuk kehidupan sosial tradisional kebentuk-bentuk kehidupan sosial modern-

Perubahan sosial terjadi ketika kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda

(selanjutnya disingkat PKB), sudah berbentuk lembaga politik yang legal,

dilengkapi dengan organisasi yang disusun secara moderrr dan disertai pejabat-

pejabat Eropa.

Pejabalpejabat Eropa ini merupakan klas penguasa baru yang menjadi

saingan dari penguasa tradisional termasuk para bupati" Akibatnya kedudukan

klas penguasa tradisional terdesak, karena dahulu menjadi penguasa yang otonom

berubah dan menjadi pegawai dalam hierarkhi PKB. Menurut Sartono

Kartodirdjo klas penguasa tradisional yang pertama-tama merasakan hal ini
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:Jalah kaum bangsawan dan kaum bangsawan birokrat yang merupakan lapisan

.:as dari masyarakat tradisional Jawa.l

Perubahan ini terjadi pada masa yang disebut Politik Konservatif yang

lerdiri dari kata politik dan konservatif; arti kata politik merupakan segala urusan

,:au tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintah di

]uafu negara atau terhadap negara lain.2 Konservatif adalah suatu aliran yang

:.'rsifat kolot dan bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan dan tradisi lama

lurun temurun).3 Jadi Poiitik Konservatif adalah suatu kebijakan pemerintah yang

nasih mempertahankan tradisi lama artinya PKB memakai tenaga par-a bupati

sebagai penguasa tradisional untuk menyusun kekuasaan dan mengexploitasi

,'ekayaan Tanah Jawa. Pengertian Liberal adalab suatu aliran ketatanegaraan dan

ekonomi yang dalam ketatanegaraan bercita-cita demokrasi dan didalarn ekonomi

nenganjurkan kebebasan dalam berniaga (pernerintah tidak boleh turut campur.a

iadi Poiitik Liberal adalah suatu kebijakan pKB dibidang ekonomi dan

:n enganj urkan kebeb asan berusaha dan bemiaga..

Kedudukan para bupati pada masa Politik Konservatif dan Folitik Liberal

:rengalarni perubahan, sesuai dengan sistem politik yang diterapkan pada saat itu.

l'lenurut arti katanya bupati adalah raja, sedangkan pada sistem pernerintahan

::adisional Jawa bupati adalah suatu pangkat dari seseorang yang memegang

:batan pimpinan dari suatu lembaga pemerintah di pusat kerajaan seperti bupati

':ksa, bupati juru kunci, bupati gladag, bupati gedong dan lain-lains. pada jaman

lulataram istilah bupati dipergunakan untuk menyebut kepala-kepala daerah di

Sartono Katodirdjo, struktur Sosial Dari Masyarakat Tradisional (yogyakarta: uGM,--n.45.

- Tim Penyusun Kamus pusat pembinaan dan
.' -*ion es ia. I akarta : Balai pustaka-

iid.. hlm.,456.

I:rd.. h1m.,594.
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mancanegarou, dnrdilanjutkan ketika daerah manca rregarajatuh ketangan PKB

dengan sebutan regent. Para bupati mempunyai kekuasaan otonom karena berada

jauhdaripusatkerajaan,sehinggamempunyaikekayaanyangdiperolehdari

aktifrtas perdagangan dan kehidupan mereka seperti raja penuh kemewahan'

Keadaan ini berubah setelah Senapati sebagai raja Mataram menguasai pesisir

(mancanegara) mulai dari cirebon sampai surabaya dan wilayahnya semakin luas

sampai ke Jawa Timur pada masa sultan Agung- Mereka diangkat dengan surat

ketetapan dafl ruia, namun karena jauh dari pusat mereka menjadi raja di

wilayahnya. Kewajiban mereka sebagai bawahan adalah membayar upeti dan

menghadap raja (seba) pada bulan-bulan yang sudah ditentukan dan menyediakan

tenagamanusiapadawakfurajamemerlukanmisalnyapadawaktuperang"

Adapengertianlainyaitubupatiadalahsebutanbagikepaladaerah

kabupaten. Hal ini berkaitan adanya 2 pembagian tanah di Jawa yaitt tanah

kejawen (di bawah kekuasaan raja) dan tanah gupermen (dibawah kekuasaan

bupati kepala daerah). Yang disebut Tanah keiowen adalah daerah kerajaan

surakarta dan Yogyakarta, sedan g$an tanah gupermen adalah daerah di luar

kerajaan. Kedudukan bupati yang penulis maksudkan disini bupati di daerah

gupermen.

Maksud penulis melakukan penelitian ini agar mernperoleh gambaran

yang jelas bagaimana kedudukan para bupati Jawa di masa Politik Konservatif

dan Politik Liberal Abad }(tX, apa perbedaan kedua sistem inl ' sehingga

membawa perubahan-perubahan bagi kedudukan para bupati dan kehidupan

rakyat di Hindia Belanda. Mengenai batasan temporal penulis batasi dari masa

Politik Konservatif dan Politik Liberal Abad )ilX karena di abad ini terjadi

transformasi kekuasaan dari VOC kepada PKB Pennasalahan yang pertama

muncul ketika PKB memutuskan untuk menerapkan sistem Politik Konsevatif di

Indonesia. Hal ini mengakibatkan kedudukan para bupati masih dipertahankan

6 GP Rouffaer, Mirror of the Indies

Kartodirdjo, op. cit. h1n1.,236.
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untuk mencapai keberhasilan dalam mengexploitasi Tanan Jawa. Kedudukan para

bupati yang pada masa sebelumnya otonom,maka pada masa sistem Politik

Konservatif tidak dihilangkan sama sekali. Mereka dijadikan sebagai bagian dari

hierarkhi PKB. Seberapa besarkah loyalitas para bupati dalam mendukung

kekuasaan dan tujuan exploitasi ekonomi PKB. Permasaiahan kedua muncul

ketika sistem politik berubah dari Poltik Konservatif ke Politik Liberal apakah

perbedaan kedua sistem ini membawa perubahan-perubahan bagi kedudukan para

bupati dalam hierarkhi PKB .

2. Kedudukan Fara Bupati pada Masyarakat Tradisional

Para bupati pada masyarakat kadisional mempunyai kedudukan seperti ruja-ra1a

kecil di wilayahnya. Mereka mempertanggung jawabkan keduclukannya kepada

raja dengan membayar upeti dan seba. Menurut arti katanya bupati adalah raja,

tetapi pada sistem pemerintahan kadisional Jawa bupati adalah pangkat dari

seseorang yang memegang jabatan pimpinan dari suatu lembaga pernerintahan di

pusat kerajaan. contohnya bupati jaksa, bupati jum kunci, bupati gladag, bupati

gedong dan sebagainya. Pada jaman Mataram istilah bupati juga dipergunakan

untuk menyebut kepala-kepala daerah di mancanegara"-

Dalam masyarakat tradisional Jawa para bupati bukan semata-mata

sebagai kepaia daerah yang berstatus sebagai pegawai kerajaan, tetapi sebagai

kepala kaum bangsawan daerah (kepala klas penguasa daerah ). Posisi para bupati

sebagai klas penguasa dapat dibedakan menjadi 2 yaitu posisi mereka terhadap

raja sebagai tuannya dan terhadap massa rakyat yang bertempat tinggal di dalam

I ingkungan wilayah kekuasaannya.

Posisi para bupati terhadap raja sebagai hamba bawahan yang

berkedudukan sebagai "gubemur di propinsi". Mereka mempunyai wewenang

untuk memerintah daerah kekuasaannya atas nama raja. Kekuasaan para bupati

dalam memerintah daerahnya adalah otonom. Di daerah masing-masing para

bupati itu adalah raja. Hubungan rnereka terhadap raja terbatas pada

mempersembahakan upeti tiap-tiap tahun kepada raja pada waktu-waktu tertentu,
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memberi bantuan pada waktu raja memerintahkan misalnya waktu perang ataupun

untuk melakukan penaklukan-penaklukan.T Terhadap komunitas desa para bupati

adalah penguasa yang mempunyai otoritas tertinggi untuk memerintah dan

memberi perlindungan, pengadilan , menjaga keamanan dan tata tertib' Sebagai

imbalannya para bupati mempunyai hak memungut upeti dan raiakaya'

Kedudukan para bupati dalam hubungan sosio-ekonomis dengan raja

adalah sebagai leverancier raja-8 Para bupati yang menyediakan segala kebutuhan

rumahtangga istana berupa hasil bumi, laut, sungai, hutan dan tenaga kerja, tetapi

kadang-kadang berupa uang. Kabupaten menjadi basis ekonomi istana disamping

komunitas yang langsung dikuasai oleh raja (komunitas desa yang terletak di

derah mahkota atau negara Agung). Dalam hubungannya dengan komunitas desa

para bupati adalah otoritas yang dapat menggerakkan massa rakyat untuk

memproduksi barang-barang dan hasil bumi dan untuk melaksanakan suatu

pekerjaanbaikunfukkepentinganumum,rumahtanggabupatimaupunrumah

tanggakerajaan(untukkepentinganistana).Kemampuankomunitasdesa

melakukan produksi dan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan umum disebabkan

karena komunitas desa memiliki faktor-faktor produksi tanah dan tenaga kerja

secara massal.

Melihat uraian di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahu'a kekuasaan

para bupati atas kornunitas desa ini didasarkan atas hubungan yang bersifat feodal'

Komunitas desa (produksi tanah dan tenaga kerja) merupakan surnber produksi'

sedangkan para bupati memberikan arah kepada produktivitas desanya' Peranan

para bupati pada masyarakat tradisional ini sangat besar dalam pembentukan

kekuasaan raja.

, B. Schrieke , Indonesian sociological Studies (terjemahan), @andung : W' van Hoeve Ltd' 1955)'

h1m.171.

8 Suhardjo Hatmo Suprobo, dalam Sartono Kartodirdj o, Perkembangan Peradaban Priyayi

(Yogyakarta : Gajah Mada University Press,l 970) hlm'' 6'
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: Hedudukan Para Eupati pada Masa VOC

, ' \'ereenigde Oost Company) didirikan atas saran Olaenbarmevelt pada

,:. \laret 1602 dan disahkan oleh Staten General bertujuan untuk menghindari

:"::.nsan diantara kongsi-kongsi dagang seperti Amsterdam,Rotterdam,

: jelburg, Enkhuizen, Floorn dan DelL voC memiliki hak-hak sebagai berikut
-.,-,ooli perdagangan di daerah antara Tanjung Harapan dan Selat Magelhaens,

: ,.:dakan perjanjian dengan raja-taja. membentuk angkatan perang, membuat

:-: u3r-rg sendiri, mengangkat pegawai-pegawai dan mengumumkan perang dan

: . r3dakan perj anj ian-perjanjian.

\{elihat uraian di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahla,,a kekuasaan

-:' b:.tpati atas komunitas desa ini didasarkan atas hubungan yang bersifat fuodal.

'- :,unitas desa (produksi tanah dan tenaga kerja) merupakan sumber produksi,

::,:nSk?r para bupati rnernberikan arah kepada produktivitas desanya. Peranan

: --. bupati pada masyarakat tradisional ini sangat besar dalam pembentukan

, : r. "^:lS0al1 I&j3.

Hak-hak yang dimiliki ini menyebabkan VOC sebagai badan

--riS3l1,8?n dapat bedindak sebagai badan pemerintahan. Hal ini mernbau..a

-seku'ensi VOC secara politik berkuasa atas bupati di Friangan dan Cirebon

-,:-. akhir Abad XV{i menunjukkan bahwa peranan para bupati atas komunitas

- j:r dipergunakan untuk kepentingan kekuasaan dan perdagangaffIya. Kekuasaan

: .:tii' VOC atas para bupati ini diperoleh dari raja Mataram dimanfaatkan sesuai

-;:"=3n kedudukannya sebagai badan perdagangan" Pada tahun 1746 secara

. -linistratif daerah-daerah tersebut berada dibawah kekuasan VoC, maka

-:eka bertanggung jawab kepada Gezagheber Surabaya, Gubernur Pa*tai Timur

-. -, -:: Jarva di Semarang dan Gubernur Jenderal di Batavia. Selain itu mereka

-'::-.r.intut upeti dan rajakaya dari para bupati. Upeti berupa barang ataupun hasil

-::li dinamakan contingenten dan verplichte leverancies dan rajakaya. Sistem

: - duksi VOC ini dinamakan stelsel Kumpeni dan stelsel ini pada Abad XVIII di

:,:ngan disebut Priangan Stelsel (Freanger Stelsel). Fada pertengahan Abad
'^--,-lli 

stelsel ini dilaksanakan juga di daerah kekuasaannya di Java"s Noord Kust.
: :.;7 POLITTK KONSERVATIF
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Para bupati di wilayah ini diwajibkan menyediakan barang-barang dan hasil bumt

untuk VOC yang ditetapkan dalam suatu perjanjian tertulis.

Cara VOC untuk menggunakan mekanisme produksi tradisional untuk

kepentingan perdagangannya menunjukkan bahwa posisi tradisional para bupati

tidak berubah, karena VOC tidak mencampuri urusan kehidupan dilingkungan

keluarga dan hubungan feodal antata bupati dengan desa-desa yang menjadi

sumber kehidupannya'. Hrbuogan antarapara bupati dengan raja pada prinsipnya

juga tidak berubah. Hal ini berarti bahwa kedudukan raja sekarang diganti oleh

VOC dan semua penyerahan ditentukan jenis danjumlahnya baik yang berupa

upeti dan rajakaya .

Caru yang dilakukan VOC ini mampu memberikan keuntungan-

keuntungan bagi Pemerintah Kolonial Belanda. Namun diakhir Abad XVIII VOC

mengalami kemunduran karena pertama, tidak ada keseimbangan arfiara VOC

sebagai badan perdagangan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungafi yafig

sebesar-besarnya. Sebagai badan pemerintahan VOC memerlukan biaya untuk

mempertahankan kekuasaannya. Kedua, terjadinyaperang antaraBelanda dengan

Inggris tahun 1780-1784 yang menyebabkan modalnya berkurang. Ketiga,

adanya penghematan dalam tubuh VOC menyebabkan pata pegawainya korupsi.

Oleh karena itu VOC dibubarkan tahun 1799 dan kekuasaan diambilalih oleh

PKB, yang nantinya akan membentuk jabatan-jabatan baru seperti residen dan

asisten residen yang pada hakekatnya menjalankan fungsi pengatur dan pengawas

terhadap kepala tradisional pribumil0

4. Peranan Fara Bupati pada Masa PKB

e Sartono Kartodirdo, op.cit. tr1m. 14.

r0 Sumarsaid Moertono, Negara dan {Jsaha

Yayasan Obor Indonesia, 1985), hlm. 23.

MASA POLITIK KONSERYATIF
Dewi Salindri

Bina Negara. Di Jawa Masa Lampau (Jakarta :

131

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


I

I

i

Histoia, \rol- fT,, No. z ( Juli_Desember zoog):7z7_145

Setelah voc dibubarkan dan segala kekuasaannya diambilalih oleh pKB, makasistem pasif yaifu suafu sistern yang menyesuaikan diri dengan strukh* sosialtradisional itu diganti dengan sistem aktif, Cara yang diternpuh oleh pKB adalah
mencampuri urusan rumah tangga atau keadaan intern rnasyarakat tradisional.Sistem ini pada prinsipnya mempertahankan stelsel voc, tetapi pemerintah
secara langsung mengafur dan mengawasi komunitas desa. Hal ini bertuju an agarproduktivitas desa dapat dimanfaatkan PKB semaksimal mungkin. Kedudukan
para bupati tidak dihapus, tetapi mereka dimasukkkan daram hierarkhi pKB
sebagai pegawai' Tindakan PKB ini dilakukan karena mereka rnenyadari bahwaperanan para bupati terhadap komunitas desa sangat besar, sehingga mereka
mendapatkan gaji berupa apanage dan daram perkembangannya berupa uang.

Pada masa pemerintahan Dirk van Hogendorp tahun i799-lg0g sistem
1'ang telah ada dirubah pola struktur birokrasinya- peranan para bupati yang
menempati posisi teratas di daerahnya mulai diperbaharui dengan jaran mengatur
kembali kedudukan para trupati dan penguasa daerah, pem*ikan atau penguasaan
tanah sebagai sumber pemerasan dicabut dan dikemtralikan kepada rakyat. Selainitu rakyat bebas menanam da, melakukan pekerjaaflnya, sedangkan pemerintah
berhak menarik pajak berupa hasil bumi dan uang kepala.

Pada tahun r7g4-tr7gs }.{egeri Belanda diduduki oreh perancis makasecara otomatis Indonesia dibawah kekuasaan perancis. Naporeon kemudianmengirirn Herman willem Daenders ke purau Jawa dengan tugas
mempeftahankan purau Jawa dari serangan Inggris. perutrahan_perubahan 

yang
dilakukan oleh Daenders pertama, mernberantas sistem feodal dengan jaran
membatasi hak-hak para bupati daram har penguasaan tanah dan pemakaian
tenaga rakyat berarti pembatasan penghasilan para bupat i. Caruyang ditempuh
oleh Daendels yaitu menjadikan para bupati sebagai pegawai pemerintah danpengiringnya dibatasi. Kedua, wajib tanam dan wajib kerja hendak dihapuskan,
tetapi gagal karena para bupat i d.an para pengusa daerah memegang peranan
dalam perdagangan, selain itu keduduk an parabupati kuat, sehingga perubahan_
perubahan hanya dapat berjalan apab,a bekerjasama dengan para trupati. Ketiga
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,kewajiban-kewajiban para bupati dikurangi atau diganti antara lain kewajiban-

kewajiban memelihara pasukan bersenjata diganti dengan membayar Llang

recognitie.

Daendels menghapuskan jabatan Gubernur Pantai Timur Laut Jawa dan membagi

wilayah dalam lima perfektur di bawah perfektur Eropa, dan diberi kekuasaan luas

di bawah Gubernur Jendral. Tiga puluh kabupaten didirikan, nanlun hak-hak

bupati diturunkan . Hal lain yang dilakukan oleh Daendels adalah membuat jalan

dari Anyer sampai Panarukan dengan mengerahkan tenaga rakyat dan penyerahan

wajib, karena tidak ada jatran lain yang harus dilakukannya. Daendels tidak berani

menanggung resiko untuk merubah struktur sosial tradisional, karena takut

tindakan ini akan merugikan pemerintahannya. Para bupati kehiiangan hak

kewarisan ? namun hak atas tanah jabatan, jaminan tenaga kerja dan pajak atas

hasil produksi diturunkan jurnlahnya. Sebagai gantinya mereka diangkat sebagai

pejabat-pejatrat penerima gaji dan kedudukan yang ditentukan korelasinya dengair

kepangkatan militer. r' Hal ini juga berarti bahwa reorganisasi yang dilakukan

oleh Daendels hanya sampai pada pejabat-pejabat Eropa dan tidak merubah

skuktur sosial tradisional. Pada tanggal 3 Nopember i811 Daendels mengalami

kegagalan untuk mempedahankan Pulau Jawa dari seraogan Inggris, sehingga

kekuasaan berada ditangan Inggris Masa Pemerintahan Inggris ditandai dengan

kedatangan Thomas Stamford Raffles sebagai gubernur jenderal. Tindakan

Raffles yang pertama adalah menghapuskan penyerahan wajib dan kerja paksa

yang dahulu dilakukan oleh para penguasa pribumi dan VoC.Tiadakan Raffles

yang kedua adalab mernberi kepastian hukum dan kebebasan berusaha. Hal ini

tercermin dalam sistem sewa tanah dan sistem pajak tanah.

Raffles melaksanakan sistem pemerintahan langsung dan rnengangkat

pejabat-pejabat pemerintah yang terdiri dari orang-orang Eropa antara lain asisten

11 Heatlrer Sutherland, T'erhentaknya Sebuqh
hlm.35.
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residen unfuk mendampingi dan mengawasi para bupatil2. Kedudukan asisten
residen sejajar dengan para bupati ,ditingkat distrik ditempatkan colecteurs yang
berwenang untuk rnemungut landrent dari rakyat desa yang dahulu menjadi hak
para bupati- Tindakan Raffles ini mengurangi hak para bupati, sebab dahuru para
bupati dapat memungut upeti dan rajakaya dari kommunitas desanya hampir tanpa
batas. Dengan ad.anya collecteurs ,maka hak para bupati atas upeti dan rajakaya
dari komunitas desanya terbatas pada apayang ditetapkan pemerintah sebagai gaji
(terbatas dikornunitas desa yang ditetapkan menjadi daerah apanagenya).

Pada masa seberum Raffles para bupati mempunyai hak atas penyerahan
wajib dan kerja paksa. pada masa Raffles para bupati dijadikan pegawai
pernerintah dan digaji berupa uang.sistem sentraiisasi yang diterapkan oreh
Raffles ini merubah strukfur sosiar tradisional dan membatasi peranan paru
bupati. Raffles ingin menerapkan sistem baru yang didasarkan pada prinsip regal
dan rasional' Namun sistem sentralisasi ini mengalami kegagalan karena belum
ada sistem pengukuran tanah secara tepat, berum ada sistem pem;ikan tanah
secara perseorangan secara terfuris, penduduk berum mempunyai uang dan
pegawai-pegawai yang ditugaskan u*tuk menarik pajak tanah banyak yang
korupsi' selain itu ada sebab-sebab dari luar yaitu Raffies terlaru menyamakan
keadaan di India dengan Indonesia, sedangkan di India sudah mengenar sistem
ekonomi uang sejak Abad Xw. Ftral itu ditambah Ialu lintas perdagangan antar
desa ramai dan mengenal perdagangan export, sedangkan di Indonesia bam dalam
taraf untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Pada tahun lg03 semu a tanah jajahan
milik PKB dikuasai kembari karena mereka mendapat kemenangan daram perang
melawan Perancis- Raja w,riam mengirimkan 3 orang Komisaris Jenderar yaitu
c'T' Elout, A' Buyskes dan van der cape,en. Masa pemerintahan Komisaris
Jenderal sampai pernerintahan du Bus de Gesignies masih rnelanjutkan sistem
sewa tanah yang dilakukan pada masa pemerintahan Raff1es. Hal ini dilakukan

*.H,,XlXi ,?,?11'flj-li!'i'mis 
Sosiologis krdonesia (rerjemahan Frayudi) (Jakarra: pradnya
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karena sistem sewa tanah ini dianggap lebih adil daripada sistem yang dipakai

sebelumnya. Politik Raffles bagi para bupati diteruskan seperti pembatasan dan

pengurangan kekuasaan tradisional para bupati dan tahun 1819 bupati tidak

menggaji sendiri pegawalpegawai yang menjadi bawahannya dan kewajiban ini

dilakukan oteh PKB berupa uang. Pada tahun 1820 tingkat, gelar, payung,

upacara-upacara dan pengiring para bupati dan pembesar-pembesar bawahannya

diatur. Tahun 1824 peraturan itu ditambah dan diperluas, dan tahun 1827

pegawai-pegawai pemerintah yang terdiri orang-orang Eropa diperintahkan untuk

mencegah para bupati mengadakan pesta-pesta secara besar*besaran dan mewah

seperti watangan, grebeg, perkawinan dan sebagainya dan diatur dengan

Reglemen op de verplichtingen, tities en r(tngen op het eiland Java.

4.1 Masa Politik Konservatif

Dengan adanya kegagalan yang pernah dialami oleh pemerintah sebelumnya,

maka terjadi reaksi terhadap Stelsel Tanah yaitu dengan diterapkaflnya Stelsel

Tanam Paksa yang dilaksanakan atas ide dari Gubernur Jenderal Johanes van den

Bosch tahun 1830. Pemerintah Belanda mulai sadar bahwa sistem feodal yang ada

dalam masyarakat masih sangat berpengaruh dan masih dihormati. Mereka sadar

bahwa tidak dapat memperoleh hasil yang maximal apabila tidak mempergunakan

organisasi desal3. Sebab-seirab diadakannya Sistern Tanam Paksa adalah pertama,

agar produksi tanaman export rneningkat, sebab daiam Stelsel Tanah hal ini tidak

dapat dicapai. Kedua, keadaan keuangan Belanda sudah menipis karena banyak

hutang. Didorong oleh keadaan yang semakin mendesak dan dalam negeri

Belanda sendiri tidak dapat mernenuhi kebutuhan keuangannya, karena

perdagangan dan perkapalan kurang maju serta tidak mempunyai industri yang

hasilnya dapat mernberi keuntungan yang besar. Hal inilah yang mendorong PKB

mengalihkan perhatiannya ke tanah jajahan. Tanah jajahan harus memberikan

keuntungan bagi negeri induk, disamping itu sudah tersedia tenaga kerja yang

murah dan tidak perlu mendatangkan orang-orang Eropa. Tujuan PKB melakukan

'3 DH. Burger, op. cit. htm. 174.
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semua ini adalah agar negeri Belanda kembali rnenjadi pusat perdagangan bagi

Eropa Barat.

Kejayaan ini pemah dicapai pada masa VOC dan hasil industrinya

diexport ke tanah jajahan. Pengangkutan dan pelayaran dilakukan oleh maskapai-

maskapai dagang Belanda sendiri, sehingga lebih menghemat anggaran belanja

negara. Sistem Tanam Paksa adalah suatu sistem penyerahan wajib yang pernah

dijalankan oleh VOC berfujuan untuk mendapatkan hasil tanaman yang dapat

diperdagangkan ke luar negeri. Sistem ini dijalankan dengan mempergunakan

penguasa tradisional. Hal ini karena PKB tidak dapat menciptakan hubungan

dengan masyarakat tanpa melalui para bupati dan kepala-kepala desa. Semua ini

berarti ikatan-ikatan feodal dan tradisional yang berlaku di daerah pedesaan masih

perlu dimanfaatkan, jika hasil yang maximal ingin dicapai. Sistem Tanam Paksa

ini mewajibkan para petani di Jawa untuk menanam tanaman perdagangan yang

diexpor ke pasaran duniala.

Van den Bosch memilih Tanah Jawa sebagai tanah yang dapat

memproduksi tanaman ekspor dengan cara memaksa rakyat unfuk menanam

tanaman eksporl. Penanaman dipimpin oleh kepala-kepala desa di bawah

pengawasan pemerintah. Pengusaha partikelir yang mengoXah hasil produksi

rakyat dan hasil produksiaya dikirim ke Negeri Belanda dan diiual kepada orang-

orang Amerika dan Eropa. Menurut Van den Bosch rakyat wajib menanam nila,

gula dan kopi tahun 1831. Tahun 1833 semua hasil kopi wajib diserahkan kepada

pemerintah, sedangkan kelebihannya harus dijual kepada pemerintah dengan

harga yang sudah ditentukan. Hal ini berarti bahwa pemerintah sebagai pengusaha

dengan Nederlandsche Handle Maatschappij sebagai agen tunggal.

Dalam menanam tanaman yang telah ditentukan oleh pernerintah rakyat

tidak diberi upah dalam bentuk uang, tetapi diberikan pembebasan dari kewajiban

membayar pajak tanah yang berat itu. Dalam hal ini pajak tidak dipungut dalam

lu Sartono Kartodirdjo, op. cit. hlm.74.
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bentuk uang , tetapi dalam bentuk kerja. Cara ini dianggap lebih sesuai dengan

keadaan desa, sebab bila pajak dipungut dalam bentuk uang rakyat harus menjual

hasil tanamannya. Hal ini tidak biasa dilakukan oleh rakyat, maka pajak dipungut

dalam bentuk kerja.Dalarn Sistern Tanam Paksa yang ketentuan-ketentuan

pokoknya tertera dalam Staatblad (Lemtraran Negara tahun 7834, No. 22) ini

berbagai unsur digabungkan dalam produksi ekspor yaitu pemerintah Eropa,

penguasa Jawa, organisasi desa, tenaga kerja, ralTat Jawa, tanah pertanian rakyat,

pengusaha-pengusaha barat dan modal rnereka, yang masing-masing diberikan

tugas yang benar-benar sesuai dengan kemungkinan praktis pada masa itu.ls

Keberhasilan sistem ini harus didukung peranan para bupati, maka mereka

perlu dipulihkan sumber penghasilannya berupa sawah dan tanah tegalan yang

cukup luas, pelayanan wajib (pan-tjendiensten) dari rakyatnya dan boleh memiliki

prajurit secukupnya sebagai pengawal pribadi ('lbarisan")16.Dari uraian tersebut di

atas dapat ditarik kesimpulan bahwa SisternTanam Paksa merupakan sistem yang

bersifat Konservatif dan didasarkan prinsip wajib dan monopoli. Feranan para

bupati sebagai penguasa tertinggi dihidupkan kembali. Selain itu ada beberapa hal

yang patut kita catat dari pelaks arlaa$ sistem ini yaitu pertama secara teoritis

merupakan suatu sistem yang akan memberikan hubungan secara langsung antata

pemerintah dan desa melalui para bupati sebagai perantara. Hai ini pernah terjadi

pada masa VOC. Kedua ,sistem ini akan meinperkudt struktur feodal dan yang

ketiga , sistem ini mernpersempit gerak para bupati yang sebelummya bersifat

otonom dan kini mereka hanya menjamin dan mengawasi produksi-

4.2 Masa Politik t iberatr

Liberalisme adalah suatu paham yang beranggapan bahwa kebebasan adalah

pokok pangkal kebahagiaan hidup. Perkembangan paham Liberalisme di

Nederland diawali pada tahun i850 yang berpengaruh pada potitik PKB.

" DF{. B,rger, op.cit. trlm. 175.

'u Kompas, Menjadi Indonesia (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm' 116.

MASA POLITIK KONSERVATTF
Dewi Salindri 137

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


Historia, Vol. IV, No. z ( Juli-Desember zoog):1zS-145

Perkembangan paham Liberalisme baik di Nederland dan di Indonesia diithami

oleh paham Liberalisrne dalam Revolusi Perancis (Liberry, Egality dan

Fraternity).

Masa Liberalisme terjadi di Indonesia diawali munculnya kritikan-kritikan

yang dilancarkan oleh golongan Liberalis dan golongan Humaniter termasuk

golongan Borjuis, Kapitalis dan Industrialis, terhadap politik PKB sebelumnya

yaitu Sistern Tanam Paksa. Sistem yang diberlakukan oleh Van den Bosch telah

membawa kemiskinan bagi rakyat Indonesia. Mereka ini sebagai pendukung

paham Liberalis yang mengajukan kdtik terhadap Sistem Tanam Paksa, karena

mereka tidak mempunyai kedudukan dalam bidang politik tetapi ingin

menanamkan modalnya di Indonesia.

Tahun 1850 Partai Liberal memperoleh kemenangan di Staten General,

sehingga pada tahun 1854 dikeluarkan Regerings Reglement yang trerisi tentang

pertama, melarang penyelewengan, contoh adanya culfuurprocenten dalam sistem

Tanam Paksa telah menyebabkan para Tahun 1850 Partai Liberal rnemperoleh

kemenangan di Staten Geaeral, sehingga pada tahun 1854 dikeluarkan Regerings

Reglement yang berisi tentang pertama, melarang penyelewengan, penguasa

melakukan penyelewengan dan mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Kedua,

anggaran belanja yang diperoleh di tanah ja-fahan jangan hanya untuk mememnuhi

keperluan negeri induk (Belanda), tetapi harus dipergunakan joga bagi

kepentingan masyarakat di tanah jajahan (Flindia Belanda). Adapun azaz

Liberalisme yaitu : Pertama, negara dan pemerintah tidak boleh campur tangan

dalam kehidupan ekonomi, tetapi membiarkan kepada kekuatan*kekuatan pasar.

Kedua, negara atau pemerintah berfugas menjaga ketertiban umum dan

menegakkan hukum, agar ekonomi berjalan lancar.

Hal-hal lain yang rneryadi keinginan golongan Liberalis yaitu : Pertama,

usaha dan modal swasta diberi peluang di Indonesia, kedua, melindungi hak milik

petani atas tanah mereka dan orang-orang asing hanya boleh menyewa (undang-

Undang Agraria tahun 1870). Ketiga, penekasi ekonorni uang khususnya di Jawa

sebagai akibat adanya politik pintu terbuka bagi modal-modal asing/swasta.
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Empat, meluasnya penanaman tanaman perdagangan dan import barang-barang

industri dari Belanda.

Usaha-usaha golongan Liberalis untuk mencapai tujuannya diawali

dengan dikeluarkannya beberapa peraturan baru yaitu: Pertama, tahun 1854

Hindia Belanda diberi tindang-undang dasar yang mengatur susunan pemerintahan

di Indonesia. Kedua tahun 1864 ditetapkan Undang-Undang Comptabilitet yang

memisahkan keuangan Hindia Belanda dari kas Negeri Belanda, sehingga untuk

selanjutnya penghasilan Hindia Belanda dapat dipergunakan untuk kepentingan

Hindia Belanda. Ketiga, tahun 1870 ditetapkan Undang-Undang Agraria yang

menetapkan bahwa tanah milik orang Indonesia tidak boleh dijual pada orang

asing dan memberi ijin kepada orang partikelir bangsa Eropa untuk menyewa

tanah dan daerah pegunungan yang bukan sawah untuk jangka panja*g (75 tahun).

Tanah ini dapat ditanarni hasil bumi yang laku di pasar dunia seperti kopi, teh,

tembakau dan karet. Keempat ditetapkan pula Undang-Undang Gula yang

mengatakan bahwa sawah dapat disewakan kepada kaum pengusaha partikulir

untuk jangka waktu pendek yaitu 5 tahun. Undang-Undang Gula ini diadakan

untuk kepentingan pengusaha guia , karena gula tidak dapat ditanarn di daerah

pegununganlT. Dibawah truA tahun 1870 para pengusaha Beianda dan Eropa

lainnya dapat rnenyew,a tanah milik penduduk Jawa, sehingga dapat rnendorong

tumbuhnya rnodal-modal pefiania"n dan perkebunan swasta.Pada tahun 1874 hak

untuk meminta tenaga kerja dibatasi dan akhirnya dihapuskan pada tahun 1882

dan berarti kedudukan bupati semakin menurun kekuasaannya.

Dari uraian di atas tampak bahwa ide-ide Liberalisme memang bagus,

tetapi pada akhir Abad XIX di Pulau Jawa khususnya mengalami penurunan

tingkat hidup. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai mumi Liberalisme mulai

ditinggalkan dan diganti dengan tata susunan ekonomi yang bersifat terpimpin

yaitu dari perusahaan perseorangan kepada perseroan-perseroan tertratas.

17 Drs. Soeroto, Intlonesia Di
(Jakarta:Jemb atan,19 6l), hlm., 1 88- I 89.

A4A SA P O I,ITI K KON S E RVATI F
Dewi Salindri

Tengah-Tengalt Dunia Dari Abad Ke Abad,

r39

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


Historia, Vol. IV, No. z ( Juli-Desember zoog):7zS-745

F{al lain yang terjadi pada Abad XIX menunjukkan bahwa pKB belum

berani untuk menghapuskan Stelsel Kumpeni secara drastis seperti yang

dikehendaki oleh kaurn Liberal, karena kondisi intern masyarakat Jawa belum

memungkinkan untuk diadakan perubahan tersebut- Ada z faktor yang

menyebabkan PKB mempertahantrian Stelsel Kumpeni yaitu, pertama faktor

tenaga kerja dalam jumlah besar hanya dapat dikerahkan dari komunitas desa

melalui penguasa-penguasa kadisional fuara bupati). Tenaga kerja bebas biasanya

terdapat dalam lingkungan dan pekerjaan rumah tangga- Kedua, faktor tanah yang

hanya dapat dipergunakan dalam ikatan komunitas desa dan harus melalui

penguasa-penguasa tradisional. Posisi para bupati daiam hal ini tetap

dipertahankan, vralaupun disertai dengan penertitran, pengawasan dan pembatasan

dengan memasukkannya dalam hierarkhi pKB.

Pada Abad xIX peranan para bupati secara politis menurun jika

dibandingkan masa sebetrumnya mereka berkedudukan sebagai kepala daerah

otonom. Kini para bupati berstatus sebagai pegawai pemerintah pKB, dalam

kehidupan sosial ekonomi mengalami perubahan yang tampak dari hak

tradisional mereka atas kornunitas desa dicampuri dan kedudukannya di bawah

perintah pejabat-pejabat Eropa Loyalitas mereka tetap ada karena posisi

tradisional sebagai klas penguasa tidak dihapuskan, bahkan mereka diternpatkan

dalam hierarkhi PKBre. Ketika diberlakukan Stelsel Kumpeni para bupati

dibebani contingenten dan verplichte leverancies yang ditentukan jurnlah, jenis

dan wallu penyerahan harus tepat. Didalarn beberapa hal bahkan lebih

menguntungkan, karena penyerahan barang *barang dan hasil bumi itu oleh

Kumpeni diberi imbalan pembayaran dalam bentuk uang sekalipun sedikit. Hal ini
tidak terjadi ketika mereka harus menyerahkan upeti kepadaraja.

Selain kedua hal tersebut di atas PKB ternyata masih memberikan

tunjangan tambahan kepada mereka disamping penghasilan dari daerah

apanagenya yang ditetapkan sebagai gaji. Mereka jugamendapat cultuurprocenten

atas jasanya menyerahkan komunitas desa untuk mencapai tujuan pemerintah.
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Pada masa cultuurprocenten sebagai imbalan atas jasanya rnengerahkan

komunitas desanya untuk membantu pemerintah mencapai tujuannya.

PKB tetap rnempertahankan status tradisional para bupati sebagai

penguasa meskipun sebagai pegawai dalam hierarkhi pemerintah. Kebesaran

status mereka sebagai kepala kaum bangsawan daerah sedapat-dapatnya

dipelihara, meskipun tidak sernegah masa-masa lampau. Contohnya setelah tahun

i850-an masih menjadi adat bagi Bupati Gresik kalau bepergian menggunakan

upacara tradisional dengan pengikut yang jumlahnya ratusan orang. Selain itu

perayaanlpesta tradisional yang menjadi identitas para bupati sebagai klas

penguasa tetap dipelihara dalam batas-batas tertentu. FKB .|uga memberikan

prioritas kepada keiuarga parz bupati untuk menduduki jabatan-jabatas dalam

pemerintahan. Sejak tahun 1836 pernerintah menetapkan Regeering Reglement

pasal 67. RR ini menetapkan secara lconstitusional posisi bupati sebagai basis

pemerintah. Tahun 1854 ditetapkan RR pasal 69 ayat 4 menetapkan tentang

kesempatan yang diberikan kepada salah seorang anak atau sanak saudara para

bupati untuk menjadi bupati apabila jabatan ini kosong.

5. I{ESTMPULAN

Fada awal Abad X{X terjadi transforrnasi dari bentuk-bentuk kehidupan sosial

tradisional kebentuk-bentuk kehidupan sosiai modern. Perubahan ini berkaitan

adanya perubahan politik yaitu wiiayah-wilayah yang dahulu dikuasai VOC,

mulai saat itu di bawah kekuasaan PKB. Kekuasaan PKE sudah berbentuk

lembaga politik yang legal dan dilengkapi dengan organisasi yang disusun secara

modern dan disertai pejabat-pejabat Eropa (klas penguasa baru yang menjadi

saingan klas penguasa tradisioanal termasuk para bupati.

Penerapan Sistem Politik Konservatif yang berusaha mempertahankan

keadaan, kebiasaan dan tradisi lama ini, karena perafian para bupati sangat besar

untuk melakukan exploitasi. Meskipun mengalami penurunan secara politik,

namun para bupati mempunyai loyaiitas terhadap PKB. Hai ini disebabkan

kehidupan sosial ekonomi mereka tidak berubah dan posisi mereka sebagai klas
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penguasa berubah yaitu menjadi pegawai pKB dengan gaji berupa daerah apanage

dan dalarn perkembangannya dalam benfuk uang.

Sistem Politik Konservatif disisi lain meninrbulkan pendedtaan rakyat,

karena semua ketentuannya tidak dijalankan. Muncullah kritik yang dilanc arkan

golongan Liberalis, Humaniter dan lain-lain agar di Hindia Belanda diterapkan

Sistern Politik Liberal. Sistem Politik Liberal pada prinsipnya merntreri kebebasan

untuk berusaha, artinya PKB tidak boleh ikut campur di bidang ekonomi dan

Hindia Belanda terbuka bagi modal asing dan memberi kebebasan berusaha dan

bekerja. Selain itu sistem ini mengeluarkan peraturan tentang sewa tanah dalam

UUA 1870. Para bupati pada masa ini, walaupun secara politis lebih menurun

kekuasaannya, namun kehidupan sosial ekonomi dan posisi tradisioaalnya tidak
dihapuskan. Mereka bahkan ditempatkan sebagai pegawai dalam hierarkhi pKB,

disertai dengan penertiban, pengawasan dan pembatasan.
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